
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SOPPENG 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG 
NOMOR : 19 /PP.03.1-Kpts/7312/KPU-Kab/Xll/2017 

T E N T A N G  

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-  KABUPATEN 
SOPPENG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 1  Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran 
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) ,  (2) 
dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 
sebagaimana telah diubah 2 kali, terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 
Tata Ke�a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ 
Komisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 
Umum/Komisi lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan 
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 
Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu 
ditetapkan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 
(PPDP) se - Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 dengan keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng. 

: 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas 
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemi/ihan ... jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng
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